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TENTANG

PENETAPAN NAMA GEDUNG KANTOR DAN AULA/RUANG PERTEMUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KEUANGAN

Menimbang : a.

Mengingat :  1 .

3.

Memperhatikan : 1.

b.

MENTERI KEUANGAN

bahwa sampai saat ini belum terdapat nama gedung kantor dan
aula/ruang pertemuan di lingkungan Kantor Pusat Departemen
Keuangan yang mencerminkan identitas unit kerja pengguna
gedung/ruangan sehingga dipandang perlu untuk membuat identitas
tersebut;

bahwa untuk penataan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat
Departemen Keuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 90/KM.1/2008 tanggal 4 Februari 2008
Tentang Relokasi unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Anggaran, Ditjen
Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara, Bapepam-LK,
BKF, ltjen, Pengadilan Pajak dan Ditjen Pengelolaan Utang yang
berkantor di Gedung A, B, C, D, PAIK, 16 Lantai dan Utama Jalan
Dr. Wahidin nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 24
Jakarta Pusat dipandang perlu menetapkan nama gedung kantor dan
aula/ruang pertemuan di lingkungan Kantor Pusat Departemen
Keuangan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang penetapan nama gedung kantor dan aula/ruang
pertemuan di lingkungan Kantor Pusat Departemen Keuangan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01|20OO tentang
Organisasi dan Tata Kei"ja Departemen Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KM.1/2008 tanggal 4
Februari 2008 tentang Relokasi unit-unit kerja di lingkungan Ditjen
Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara,
Bapepam-LK, BKF, ltjen, Pengadilan Pajak dan Ditjen pengelolaan
Utang yang berkantor di Gedung A, B, C, D, pAlK, 16 Lantai dan
Utama Jalan Dr. Wahidin nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng
Timur nomor 2-4 Jakarta Pusat.
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
NAMA GEDUNG KANTOR DAN AUWRUANG PERTEMUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN
KEUANGAN.

Menetapkan nama gedung kantor dan aula/ruang pertemuan
sebagaimana tercantum pada kolom (2) menjadi nama gedung dan
aulalruang pertemuan sebagaimana tercantum pada kolom (3)
Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
c.q. Kepala Biro Umum untuk mengkoordinasikan lebih lanjut
persiapan dan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan

di lingkungan Departemen Keuangan;
5. Para Kepala Biro/PusaUSekretaris Pengadilan Pajak

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRE'I}.RIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION
NrP.060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,
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2 o Gedung B
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Gedung Utama
Aula Graha Sawala

o

a
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l3 Gedung Ditjen
Perbendaharaan/Budi Utomo

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Ditjen Perbendaharaan

t4 Gedung eks BPK Gedung Prijadi Praptosuhardjo IV o Bintal & Agama
o Poliklinik Depkeu

l 5 Gedung Mikro grafik, Pancoran Gedung Sumarno

l 6 o Gedung Humpuss (Gedung "4
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o Aula
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Aula Surachman Tj okrodisurj o

Kanwil DJP WP Besar
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